- PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI KUBU TAPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KUBU TAPAN

Menimbang :© a Bahwa dalam Upaya meningkatkan pendapatan Magari guna
mendukung terwujudnya kesejahteraan masvaraka Nagari dan untuk
menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat melalui kesempatan
berusaha, pemberdayaan Masvarakar, dan pengelolaan aser milik
Magan, ‘maka Pemerintah Nagari perlu diberi kewenangan untuk
membentuk dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, |
b.  Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari Kubu Tapan,

Mengingat - L Undang-undang Momor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten

Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Baral : (Lembaran Mepara

repuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuplik

Indonesia Momor 52340},

3. UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahdaerah
(Lembaran MNegara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582):

4+ Undang-undang Nomor & Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang pembagian
Urusan pemerintahan  antara  pemerintah, pemerintahan  Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Dagrah Kabupaten/Kota (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambashan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Memtni Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 316,
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Peraturan  Menten [esa Panbanpunan  Daerah Terlinggsl, dan
Transmigrast Becpublik Inderesia Namer 4 takun 201 5;

Permurun Tlacrah Propinsi Sumaim Barat Womor 2 Tahun 37
lcntang Pokok-pokok Pemerintahan Nagan;

Peratwan Llacrah Kabupaten Pazarman Barat Momor £ Tohun 201§
tenlgny Pemennizhan Nagan,

Petamucan [leerah Kabupaten Pasaman ilarat Nomor 14 Tshun 2011
temtang  {rgamisast dan Tata Kerjz Lemabaps Teknis Dacrah
Eabupaten Pasaman Barat:

Pecglyran Daersh Eabupaten Pasaman Baras Momor 21 Tahun 2004
teritang Perubabun pins Peraluran Dacrah Nomior 16 Tahon 2001
Tentang susunan Organisas dan la@m Kcrja Perancket Dasrah
kabupaten Pasaman Barat,

Feraturan Daerah Kabuwpaten Pasaman Berat Neomor 24 Tahun 2014
Tentang Anggaran Pondapatan Delanja Dperah (APBDY Kabupaten
Fazaman Barat lahun Angoacas 2015,

Peraturen Bupati Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata
cara Pewgaepraran Pelaksaraan dan Penate [sahasn, Penangpuag
Janaban dan Pelaporun sery Monitonng dan Evaluesi Hibgh dan
Bentuan Sosial; :

Peraturan Bupan Pasaman Buogt Memor @ Tzhun 20010 tenuang
pedoman pembentekan, Fembangunan dan Pengelolaan Pasar Magori
iatam Kabupaten Pasaman Barat,

Peraturun Buypait Pasaman Darat Nowes 098 Tabun 2004 entang
Frenctapan Standar Biaye Pomenintah Kabupaten Pasaoan Bargt Tahun
215,

Peraturan Bupatl Pazamen Barat Momer 92 Tahun 20149 tentang
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Pasaman Harat Tehon Anggaran
I"zraturan Bupati Kabupaten Pasamat Baral Womar 12 Tahun 2015,
Tentang Pedpman Uimum dan tala cara Poembestukan Puergelolnan
Badan Uzaha Milk Magari.
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BARI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagani ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
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Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat daerah Sebagai Unsur Penyelengara
Pemermtahan Daerah,

~ Daerah Adalah kabupaten Pesisir Selatan;

Magari adalah kesatuan Masyarakat hukom vang memiliki batas-batas Wilayah vang
berwenag untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemernintahan
Megara Kesatuan Republik Indoncsia;

Pemerintah Magari adalah wali Nagari dan Perangkat Nagan sebagai unsur Penyelengara
Pemerintah Nagan;

Badan Permusyaratan Nagan yang selanjuinya disebut BPN adalah lembaga yang merupaan
perwijudan demokrast dalam penyelenggaraan Pemennthan Nagar,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagan vang selanjutnya disebut APB Napgan adalah
rencana keuangan tahunan Pemenntah Nagari vang dibahas dan disctujui bersama oleh
Pemerintah Nagar dan BPN yang ditetapkan dengan Peraturan Nagan

Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPN bersama
Wali Nagari;

Badan Usaha Milik Nagan, yang selanjunya discbut BUMNAG, adalah usaha Nagan yang
dibentuk/didirikan oleh Pemenntah Magan vang kepemilkan Modal dan pengelolaannya
dilekukan oleh Pemenntah Magan dan Masvarakat;

Penasehat adalah Unsur Penasehat BUMNAG;

Pelaksana Operasiaonal adalah unsur pelaksana Operasional BUMNAG,

Anggaran dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdir
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mencapal ujauan Organisasi Sera menyusun aturan aturan fain |

Anggaran Rumah Tangga vang selajutnya disingkat ART adalah aturan tertulis schagai
bentuk operasional yang lebih terinci dan aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar {ADD)
dalam melaksanakan fat kegiatan Organisas;

Angaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan
tertulis organisasi yang dibuat dan disepakat bersama oleh seluruh angota vang berfungsi
sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan seria menjalankan aktifitas dalam
rangka mencapal tujuan vang telah ditetapka bersama,

Pendapatan Nagari adalah Hak Pemerintah Magari yang diakwi sebagar penambah nilai
kekavaan bersih;

Usaha MNagari adalah jenis usaha vang berupa pelavanan Ekonomi Nagari seperii usaha jasa,

- penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industn dan kerajinan:

17.

Lembaga Keuangan Mikro Nagan yang selanjuinya disebut LKMN adalsh yang distor
dalam Peraturan Daecrah ini adalah LKMN vang belum berbadan hukum dan dibentuk atas
imisiatif Pemenntah, Pemenmiah Daerah dan’ atay masyarakat sepert Usaha Ekonomi
masyarakat simpapan pinjam (UEM-5P) kelompok Usaha bersama (KUBE), Keredit mikro
nagari { KMN), Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandini Perdesaan (UPK PNPM) Kelompok




Upit Program Pelayanan Keloasga Sepahtera (UPPKS), Kelompok Tarl Pemberdayaan
Lisaha Apnibisnis Pedesan (PUATY) tlan wsaha Sejemiseya,

BAE 1T
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BUMNAL
‘- Paeal 1
Pembentukan PLINMMNALG & maksed ontuk mendocang/menamping keplatan perungkatan
pendupatan nagari dap msvarakat, buk vanp berkembang menwral adal istiadatudaya selempat,
maupun kegalan perekanamian pane diserabkan ontuk e keloda olah Masyvarakal melalui
programproyek pemerinth dan Pemerintaly Dacrah

Fazal 3
Pembentukan BURMNAG Bettupwan Untuk:
Meningketkan Perckonomian Magan;
hienzoptimal kan ase Mawan apar bermanfaal entuk kesejahteraon Nagan;
Meningkarkan usahys masvarakat dalam pengelolzan polensi Ekenoi Magarn;
Bengembanekan remcand berjd sama wialE dntar Nagar atag dengan pibak ketipa;
M encydaban Teluane dar janngan pasar yang mendukung kebuiuhan layangn umom warga:
hembuka Lapzngan Kerpa,
Menminpkatkan kescjahteraan masyarakal melaln perbaikan pelavanan uimon, peruntuhan
dan pemerataan skonomi Nagan,
h. Meningkatakan pendapatan masyarakat Nagan dan Pendapaian Asli MNagari;
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Pawild
Sacaran Pembentukan BUMMNAG pdaiah pemermtahan Magari dan Masvarekal pada
pmurmhya;
A Terlayaninva masyarakat di Magan dalan Menpembanekan Usabha produktif,
T T T T T e e LT T T o T e T 3 T L .

-

dergan potensl Magan dan kebuluban bMevarakainva

BAR III
PENDIRIAN, NAMA, 1EMIAT KEIHIDU KAN, BAN WILAYAII U5AHA
Pasal 5
a.  Pemerintah Mapart Kubu Tepan mendinkan Badan Usaba Mitik Nagari dalam o
menngkackan pendapatan masvarakat Nogan sesua dengan kelutuhan das peiens: Macari
Lembagta i bemama Maden Useha Wilik Nagan © KLIBC MANDIRE
¢ BUMMAG *KURL MANDIRI beskedodekan di Wagan Fubu Tapan, Kecamatan Kanah
Ampek Hule, Kabopaten, Pesasir Selatan, Sumotrs Bare Exiemah kega BIMMNAG ~RITRD
MAXDIRE Magari oaencakup selurub wilayeh Indonesia.




BAB IV
AFAS PERAN DAN USATIA
Fasal 6
BUMNAG dalam Melakukan ETswhanya Berasaskan:
a Demokrazi Hkonomi
b. Pengayoman
¢ Pemberdayazn
d. Keterbukaandan
& Akuntabilitas,
Fazal !
Perun BUMMNACF Dalam Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat zdalal,
z. Sebapar Sarana Perluasan kescmpatan kena dan peninglatan pendapatan Nageri dan
Masyarakat,
b. Schapal Media peagembanpan jiws kewim usahaan dan potensi ussha eikeo milik
masyarakal Nagar vang pwodukiif.

Pazal §

Pemberdayaan 1saha Ikonomi masyarakat melalun BEMNAG diakukan denpan;

a. Menciptakn Blim essha wang kondusi{ bagi perpembeangan usaha Mikro de Nagan, yang
mencakup aspek ragulasi dan perlindungan Usaha.

b. Menciptakan sistem penjaminsn (gurantec finaneial svstam} uwntuk mendukung kKegiatan
chonmm produkted wsaha mikro;

v Menyedinkan bantuan teknis don pendampingan (technicel assistance and faculition} secers
mengjeral gome meningkatkan seatus Jan kapasitas wsahadan

d. Menata dan memperkuat lembaga kedangan makrg untuk memperluas janghkaoan lavanan
keugiszan bag wsaha mikro dan kecll secara cepar, tepal, mudah dan sistematis.

Flasibikase jemis Lsaha BUMKAG
b BUMNAG dupat menjalankan bisnis sosial Suesal buviess) sedachang vang memberikan
pelivyaned umyrm freeveng | Kepada masyacakal dengan memperoleh keumunpan Dinensial
2 Unit Usala dalam BUMNAGeehapai mana dighaud pada avat (1) dapal raeméantaatkan
sumtbeer daya lokal dan teknologd tepat guna, mehputi;
a. Aar mitm Nagan,
h. Usaha [istrik Magart,
. TLumbung Pangen;dan
d. Sumber daya lokal dan teknoloui tepar wgna lainya.
¢ Indusin Femah Targea
Jasa

b |

Fusal 10
I BLUMNAG Dypat menjalankan bisoes Penvewsan drentine baramg uonuk melayani kebutuhan
masyarakal nagani dun ditunjukan uniuk memporoleh pendapatan Asli ~agaii;
2 Umi Usaha dalem RUMNAG schagaimaca dimeksud pada ayat 13 dapat toeenjalinkan
. kepiatan usahy pemyewaan melipull.




a. Alat Transportasi;
b. Perkakas pesta;
¢. Gedung Pertemuan;
d. Rumah Toko;
e. Tanah Milik BUMNAG dan
f Buarang sewaan lainya
Pasal 11
. BUMMAG dapat menjalankan usaha perantara (brokenng) yang memberni jasa pelayanan
kepada warga;
. Unit Usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat menjalankan
kegiatan usaha perantara yang meliputi:
a Jasa Pembayaran litrik;
b. Pasar nagar uniuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;dan
c. Jasa pelayanan lainya,

Pasal 12

. BUMNAG dapat Menjalankan bisms yvang berproduksi dan/ atau berdagang (trading) barang-
barang tertentu uniuk ml:m:nuh1 kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar
vang lebih luas;

. Unit usaha BUMNAG ﬂuhﬁgalmanﬂ dimaksut pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan
perdagangan (trading) mehiputi:

a. Pabnk es;

Pabnk Asap caur;

Sarana produks) pertanian;

Sumur bekas tambang;dan

Kegiatan bisnis produktif lainya

n o B

. BUMNAG dapat menjalankan bisnis keungan (finacial bisuness) vang memenuhi kebutuhan
usaha-uszha skala mikro yang dijalankan olch pelaku usaha ekonomi Nagari;

. Unit usaha dalam BUMMNAG scbagaimana dimaksud pada avat (1) dapat memberikan Akses
kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masvarakatl Nagan,

Pasal 14

. BUMNAG dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagan induk dari unit-unit usaha

vang dikembangkan oleh masyarakat nagari baik dalam secara lokal Nagari maupun kiwasan

kenagarian;

. Unit —unit usaha sebagaimana dimaksul pada avat (1) berdiri sendin vang diataur dan dikelola

secara smergis oleh BUMNAG agar tumbuh menjadi usaha bersama;

. “Unit usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat menjalankan

kegiatan usaha bersama meliputi:

&. Pengembangan kapal Magan berskala besar untuk mengorganisas: Nelayan kecil agar
usahanya menjadi letah ekspansif,

b. MNagari wisata yang mengorganisasi rangkadan jenis usaha dari kelompok masyarakat;dan

- ¢. Kegiatan usaha bersama vang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainva




BABY
FERMODALAN
Paul L5
Modal BUMNAG
1. Modal BUMNAG Bersumber dart APB Nagar:;
2. Modal BUMMNAG Terdin atas
2. Penyertaan Muxdul Nagan dan
b Penyertaan modal masvarakat Mapari
¢ Pepyeraan Maodal Pihak ke Tigz Lainya

Paszl 16
1. Penyentaan modad MNagan Scbhapan Mana dimaksud dalam pasal [4 ayal (2 ) horul 2 terdin atas:

a Hibah dan pihak swasia, lembaga sosial ckonomi kemasyarakat danfetgu lembags domer
vang disaturkan melalu mckanisme APB Napart,

b. Bantuan Pemenmiah, Pemenntah Daemb Propins: dan Pemerinabk daerah Kabupaien! Ko
vang disalurkan melalee mekamisme APR Magan:

. Keomgasama Tlsaha dad pikek swasta, lembaps sosial ckonomi kemasvarakatan dand atau
lerehapa donor yang dipastkan sebapar kekayaan kolekilidl MNagan dan disaburkan malalui
mektnisme AlPE Magary

d Asel Naparn yvang dizerahkan kepada APB napart sesual Denpan Ketenlyan Peranmun

' [Perundang-undanean.

2. Penyariaan Modal Masyarakat napan sebapaimana dimabsut dalem Pasal [4 ayel {23 Hyel b
berasal dan tabungan masvargkar dam atau sempanan masyarakat

AR VI
KEPEMILIKAN
PFasual LT
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moddialnya &0 % de danal eich Femeantahin Magarn

BAR YTl

FENGLURUSAN DAN PENGELOUAAN B1LMNAG
Bagian Kesalu
RENTIUK (QRGANISASI BUMMNAC

Pazal 18
1. BLIMBAG dapat terdin daen unit-wt vsaha ving beebadab  iukom,
2. Umt usaha yang berbadan hukum sebamimany demadesut peda ayad (1) dapar berupa leonbsga
bisnis vang kepemilhikan sahamnyn berasal dan BLIMNAG dan hasvarakat;
Dalam hal BLMMNAG ndak mempanyad Unit-umt wsaha vane herbadan bukum, bentok
- oreanisast BLIMMNAG Jidassgkan padi Peraluran Magari icnlang Pendinan BUMNAG
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Pasal 19

BUMMNAG dapat Membentuk unit Usaha meliputi:

a,

Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan
melakuakan kegiatan usaha dengan modal yang sebagaian besar dimilkn ofeh BUMNAG
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang perseroan Terbatas (PT),dan

Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMNAG sebesra 60 ( Enam Puluh) persen, sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan tentang | emabaga keungan Mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelolan BUMNAG
Pasal 20

Organisasi Pengelolaan BUMNAG terpisah dari Organisasi Femerintahan Nagari

b

Pasal 21
_ Susunan kepengurusan organisasi Pengelolaan BUMNAG terdin dan
a. Penasehat;
b. Pelaksana Operasiaonal,
c. Pengawas. :

. Penamaan susunan kepengurusan orgamisas. . sebagmmana dimaksud ayat (1) dapat

mmﬁunmn penvebutan nama setempat yang dilandasi semanagat kekeluargaan dan
kegoloroyongan.

Fasal 22

. Penasehat sehagaimana dimksud dalam pasal | huruf a dijabat secara ex officio elehwali

Nagan vang bersangkutan.
Penaschat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiaban,
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BUMNAG:;

b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelala
BUMMNAG; dan

c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNAG,

. Penasehat sebapgai mana dimaksut pada ayat (1) berweng

a. Memints penjelasan dan pelaksanaa operasional mengenal persoalan vang menyanghut
pengelolaan Usaha Magan, dan
b. Melindungi usaha nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kincrja BUMNAG

Pasal 23
Pelaksaan Operasional sebagaiman dimaksud dalam pasal 21 Ayat 2 huruf b mempunya
tugas dan mengelola BUMNAG Sesua dengan Anggaran Dasar dan Anggran rumah Tangga:
. Pelaksanaan operasional sebapaimana dimaksud pada avat (1) berkewajiban:
a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMMNAG agar menjadi Lembaga yang melayani
kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum Nagan,
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b. Mengali dan memanfaatkan polensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan
pendapatan Asli nagari; dan
¢. Melakaukan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga perekonomian Nagari lainya;

. Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;

a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMNAG sctiap bulan;

b. Membuat lapotan perkembangan kegitan unit-unit usaha BUMNAG setiap bulan;

¢. Membenkan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNAG kepada masyarakat Nagari
.melalui musyawarah nagar sekuranng-kurangnya 2 {dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Fasal 24

. Daulam melaksanakan kewajiban sebagai aman dimaksut dalam pasal 25 ayat (2), Pelaksana

Operasional dapat menunjuk Anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha,
khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang
usaha;

Pelaksana Operasional dapat dibantu karvawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai
dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek
pembagaian kerja lainva.

r

Pasal 25
Persyaratan menjadi Pelaksana Oerasional Meliputi:
a Masyarakat nagan yang mempunya jiwa wirausaha:
b. Berdomisili dan menetap di Nagan Lingkuang Auva sekurang-kurangnya 2 {dua) tahun,
¢. Berkepenbadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Nagri;dan
d. Pendidikan Minimal setingkat SMU/ Madasah aaliah/ SMK atau sederajat

. Pelaksanaan Opcrasionai dapat di berhentikan dengan Alasan;

" F, " e e
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b. Telah selesai amasa bakti sebagaimana diatur Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga BUMNAG:

¢. Mengundurkan diri;

d Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga mengahabt perkembangin kinerja
BUMNAG;

e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapakan sebagai tersangka,

Paxal 26
Pengawas Mewakili kepentingan masyarakat:
Susunan Kepengurusan Pengawas terdin:
a. Ketua
b. Wakil Ketua
€. Sekretasnis
Pengawas schagaimana dimkasud ayat (1) mempunvai kewajiban menvelengarakan Rapa
Limum untuk membahas kinerja BUMNAG sckurang-kurang | (satu) setahun sekali;




4. Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenag menyelengaraksn Rapat Umum
Pengawas Untuk:
. a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagai mana dimaksut pada avat (2);
b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMNAG: dan
¢. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
5. Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
BUMNAG.

Pasal 27
Susunan kepengurusan BUMNAG dipilih oleh Masyarakat nagari melalui Musyawarah
Nagari scsual dengan ketentuan perundang-undangan vang berlaku.

BAB VILI
KEWAJIBAN DAN HAK BUMNAG

Pasal 28
I. Pengurus BUMNAG Benanggung Jawab kepada Wali Nagari |
2. Prose pertanggung JawabarPengurus BUMNAG Sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. Setiap Akhir tahun Anggaran, Pengurus BUMNAG wajib menyusun laporan pertanggzung
jawaban untuk di sampaikan dalam forum musyawarah nagari yang mengahadirkan elemen
pemerintahan Nagan, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMNAG:

b. Laporan Penanggung jawaban sebagaiman dimaksud pada ayat { 1) paling sedikit memuat:
1) Laporan kinega pengurus BUMNAG selama | tahun:

2) Kinerja usaha yang menvangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan
indikator keberhasilan;

3} T_ﬂpﬂrar l;:uangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
i pengembingan wisalia y hFg LU

C. I’mﬁfﬂ pertanhgung jawaban dilakukan s::hagal upaya untuk evaluasi tahanan seria

pengembangan usaha kedepan:
d Mekanisme dan tata tertib pertangguny jawaban di sesuaikan denag ADVART

Pasal 29
1. Pelaksana Operasional melapaorkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMNAG kepads
penaschat ex-ofhicio di jabat oleh Wali Nagan,
2. BPN melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Magari dalam membina dalam
pengelolaan BUMNAG:
3. Pemerintah Nagari Mempertanggung jawaban tugas pembinaan terhadap BUMNAG ke
BPN vang disampaikan melalaui musyarah Nagari




BABIX

PEN ETAPAH DAN PENGGUNAAN LABA
i {'ml 30
1. Laba adalah pendapatan ii.pcmldl"ﬁli hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran
higya kewajiban pada nﬂhﬂ@m&m atas barang-barang inventarisasi dalam satu
tahun buku.
2. Tahun buku BUMNAG adalah tahun kalender,

3. Pembagian Laba dibagi berdasarkan proporsi -

a 40% untuk cadangan umum atau penambahan modal BUMNAG
b. 20% untuk dana Direksi/pengurus

€. 25% untuk dana pendidikan, pembinanan dan pelatihan

d. 10% untuk dana pembangunan Nagan

e. 3% unfuk dana sosial

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Hal-hal vang cukup diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Magari.

>

Pasal 32
Peraturan Magari ini mulai berlaku pada wanggal diundangkan Agar scnap orang
mengetahuinya, memenntahkan Pengundangan Peraturan MNagan ini dengan Penempatannya
dalam Lembaran Magarn.

Dﬂﬁﬂph&nm Kubu Tapan
B 1 22N 2017




